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BAB II 

KONSEP UJRAH  DAN WADI<’AH  DALAM ISLAM 

 

A. Ujrah 

1. Pengertian Ujrah. 

Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Sewa-

menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual 

tenaga atau kekuatan. Dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan 

atau orang yang mempunyai tenaga disebut dengan “mu>’a>ji>r”, sedangkan 

orang yang menyewa atau orang yang membutuhkan tenaga disebut 

dengan“mu>sta’ji>r”, benda yang disewakan atau tenaga di istilahkan dengan 

“ma>>’ju>r” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang atau 

tenaga tersebut disebut dengan “upah atau ujrah”. 

Dalam konsep sederhana, akad Ija>rah adalah akad sewa sebagimana 

yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus 

diperhatikan dalam akad Ija>rah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa 

merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati Maka yang terjadi 

objek dalam akad Ija>rah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda 

bukanlah objek dari akad ini, meskipun akad Ija>rah kadang-kadang 

menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad Ija>rah 

tidak selamanya manfaat diperoleh darisebuah benda, akan tetapi juga bisa 

berasal dari tenaga manusia.  
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Ujrah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah 

dalam masyarakat.1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah 

didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang 

sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.2 Menurut Edwin B. Flippo 

dalam karya tulisnya yang berjudul “priciples of personal management” yang 

dimaksud upah ialah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh 

orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan Hukum.3 

Sedangkan upah dalam arti yuridis merupakan balas jasa yang 

merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan 

kepada para pekerjanya atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu 

kepada pihak pengusaha.4 

Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu 

timbal balik dari pengusaha kepada karyawan. Sehingga dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga 

kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang didasarkan atas 

perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, dan ruang lingkupnya 

mencakup pada kesejahteraan keluarganya. 

Pengertian lain juga dapat kita lihat pada pernyataan Dewan 

Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan 

                                                 
1 M.Yazid Afandi, Fiqh Muamalah  (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2003), 1250. 
3G.Kartasa poetra, Hukum Perburuhan di Indonesia berlandaskan Pancasila (Jakarta: Sinar Grafika, 
1994), 93. 
4Ibid., 94 
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sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan 

atau jasa yang telah dan akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut 

suatu persetujuan, Undang-Undang dan peraturan-peraturandan dibayarkan 

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.5 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum 

yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas 

pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, 

kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang di 

dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai 

jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan. 

2. Dasar Hukum upah 

Ujrah sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong 

menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Ujrah disahkan syariat 

berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijma’. Dalam al-Quran, ketentuan 

tentangupah dari jasa tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman 

upah dari jasa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman 

Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 233 yaitu: 

                                                 
5 Ahmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2001), 7. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 
 

 ُ ن يتُمَِّ ٱلرّضََاعَةَۚ وعََليَ ٱلمَۡوۡل
َ
رَادَ أ

َ
وَۡ�دَٰهُنَّ حَوۡليَۡنِ كَامِليَۡنِ� لمَِنۡ أ

َ
 ودِ ۞وَٱلَۡ�لَِٰ�تُٰ يرُۡضِعۡنَ أ

َ�لٰدَِةُۢ بوَِلدَِهَا وَلاَ  لهَُۥ رزُِۡ�هُنَّ وَ�سِۡوَُ�هُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ� لاَ تَُ�لّفَُ َ�فۡسٌ إلِّاَ وسُۡعَهَاۚ لاَ تضَُآرَّ 
رَادَا فصَِالاً عَن ترََاضٖ مِّنۡهُمَا وَ�شََاوُرٖ 

َ
ِۚۦ وعََليَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ َ�لٰكَِۗ فإَنِۡ أ لاَ فَ مَوۡلوُدٞ لّهَُۥ بوَِلدَِه

وَۡ�دَُٰ�مۡ فلَاَ جُنَاحَ عَليَۡ�ُ 
َ
ْ أ ن �سَۡتَرۡضِعُوٓا

َ
رَدّ�ُمۡ أ

َ
ۗ �نۡ أ آ جُنَاحَ عَليَۡهِمَا مۡ إذَِا سَلّمَۡتُم مَّ

َ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصَِيرٞ  نَّ ٱّ�َ
َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ   ٢٣٣ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ� وَٱّ�َقُواْ ٱّ�َ

Artinya :“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jikakamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, maka tidak adadosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Al-
Baqarah:233).6 

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan 

orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah 

pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan yaitu jasa dari diri 

seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah memberi makan 

dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ru<f. Hal itu termakna dari 

satu kata yaitu al-maulu<d yang artinya “orang tua laki-laki”.7 Maksudnya 

untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada 

                                                 
6 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnnya (Semarang: CV Toha Putra,1996), 29. 
7Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi Juz I (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 
1992), 317 
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ayahnyalah ia dinasabkan dan dengan nama ayah pula disebut, Sedangkan 

ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak.8 

Serta dalam firman Allah SWT tentang upah jasa yaitu dalam surat al-

Kahfi ayat 77:  

ن يضَُيّفُِوهُمَا فَوجََدَا �يِهَا 
َ
بوَۡاْ أ

َ
هۡلهََا فَ�

َ
هۡلَ قرََۡ�ةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أ

َ
َ�يَآ أ

َ
دَارٗ� جِ فَٱنطَلَقَا حَتّيَٰٓ إذَِآ �

 َ ۖۥ قاَلَ ل قاَمَهُ
َ
ن ينَقَضَّ فَأ

َ
جۡرٗ� يرُِ�دُ أ

َ
  ٧٧وۡ شِئۡتَ لتَّخََذۡتَ عَليَۡهِ أ

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai 
kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk 
negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, 
kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah 
yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa 
berkata: ‘Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk 
itu”9 

Dalam arti kata yaitu “ �ٗجۡر
َ
 yang artinya: “Jikalau ”قاَلَ لوَۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَليَۡهِ أ

kamu  mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu” maksudnya Musa 

mengatakan seperti itu untuk memberikan dorongan kepada Khidir agar 

mengambil upah dari perbuatannya itu, untuk dinafkahkan dalam membeli 

makanan, minuman dan kepentingan hidup lainnya. Dalam hal ini Khidir 

mendapatkan upah yang dari jasa yang dia lakukan setelah dia menegakkan 

dinding itu yang terlihat dari arti kata yaitu:“ ن ينَقَضَّ 
َ
قاَمَهُ  فَوجََدَا �يِهَا جِدَارٗ� يرُِ�دُ أ

َ
فأَ ” 

yang artinya: “kemudian keduanya mendapatkan didalam negeri itu sebuah 

dinding yang miring dan hampir roboh. Lalu Khidir mengusapnya dengan 

                                                 
8Ibid., 319. 
9 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnnya..., 241. 
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tangannya, sehingga dinding itu kembali tegak lurus. Maka hal ini menjadi 

salah satu mu’jizatnya.10 

3. Syarat dan rukun Akad Ujrah 

a. Rukun Akad Ujrah 

Menurut Sayyid Sabiq rukun Ujrah menjadi sah dengan i<ja<b qabu<l 

lafaz sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja 

yang dapat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan menurut Hanafiah, rukun 

ujrah hanya satu, yaitu i<ja<b dan qabu<l, yaitu pernyataan dari orang yang 

melakukan akad ujrah. Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun Ija>rah itu 

ada dua, diantaranya11:  

1) ‘Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah 

mengupah. 

2) Sighat akad, yakni sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang 

berakad yang menunjukan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu 

akad yang ditunjukan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat 

dengan unsur i<ja<b dan qabu<l. Dalam beri<ja<b dan qabu<l ada beberapa 

cara, yaitu sebagai berikut:  

a) Akad dengan lafadz (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata kata 

yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud 

sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya.  

                                                 
10Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi Juz XVI (Semarang: PT. Karya Toha Putra 
Semarang, 1993), 5. 
11 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 117. 
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b) Akad dengan tulisan, yakni akad yang terbaik karena dengan 

adanya tulisan, kedua pihak memperoleh bukti yang kuat dan 

mempunyai kekuatan Hukum. Dalam Hukum Islam, perikatan 

dengan utang piutang diperintahkan dilakukan secara tulis dan 

ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan 

yang tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.  

c) Akad dengan perbuatan, yakni lebih banyak tanpa kata-kata, 

misalnya jual beli di swalayan karena seluruh harga barang sudah 

di tertera, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.  

d) Akad dengan isyarat, yakni akad yang dilakukan dengan orang 

yang tidak bisa berbicara atau tunarungu.12 

b. Syarat sah pembayaran upah, diantaranya13:  

1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. 

2) Upah tidak boleh berbentuk manfaat yang sama dengan jenis objek 

akad.  

3) Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, jika salah satu 

pihak merasa dipaksa, maka tidak sah.  

4) Penegasan upah merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini 

untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. 

5) Upah haruslah dilakukan dengan berakad dan juga penyerahannya 

dilakukan selesai pekerjaan. 

                                                 
12 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam 
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 244-245.  
13 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153. 
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6) Objek akad (manfaat) harus diketahui sifatnya guna menghindari 

perselisihan. 

B. Wadi<’ah  

1. Pengertian 

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan al-Wadi<’ah, menurut 

bahasa (etymology/lughatan) ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada 

pemiliknya supaya dijaganya  ُُ14.مَا وُدعَِ عِنْدَ غَيْرهِِ مَلْكِهِ ليَِحْفَظه Al-Wadi<’ah berarti 

memberikan. Makna yang kedua al-Wadi<’ah dari segi bahasa ialah 

menerima, seperti seseorang berkata   َوْدَعْتُهُ أ artinya aku menerima harta 

tersebut darinya  ْقبَِلْتُ مِنْهُ ذَلِكَ المَالُ ليَِكُوْنَ الوَدِيْـعَةُ عِنْدِي. Secara bahasa, al-Wadi<’ah 

memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada 

penerimaannya  ِإِعْطاَءُ  المَالِ ليَِحْفَظُ وَ فِي قَـبلُِه.P14F

15
P  

Menurut istilah al-Wadi<’ah dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut : 

a. Menurut Malikiyah al-Wadi<’ah memiliki dua arti, arti yang pertama 

ialah : 

 عِبَارةََ عَنْ تَـوكِْيْلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَال

“ibarat perwakilan untuk pemeliharaan harta secara murajad”. 
 
Arti yang kedua ialah : 

  عِبَارةٌَ عَنْ نَـقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكْئِ الَّذِيْ يَصِحُّ نَـقْلُهُ إلَِى الْمُوْدعَ
“ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara 
mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.16 

                                                 
14 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 237. 
15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah …, 179. 
16 Ibid., 180. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 
 

 
 

b. Menurut Hanafiyah bahwa al-Wadi<’ah ialah berarti al-Ida’ yaitu : 

رهَُ عَلَى خِفْظِ مَالهِِ صَريِْحًا أَوْ دِلاَلَةً   عِبَارةٌَ عَنْ أَنْ يَسْتَلِطَ شَخْصُ غَيـْ
“ibarah seseorang yang mnyempurnakan harta kepada yang lain untuk 
dijaga secara jelas atau dilalah.” 

رُكَ عِنْدَ  لأَمِيْنِ ليَِحْفَظَهَاا مَاتَـتـْ  
“sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya”.17 

c. Menurut Syafi’iyah yang dimaksud dengan al-Wadi<’ah ialah : 

الشَّيْءِ الْمُوْدعَالْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِحِفْظِ   
“akad yang dilaksanakan untuk untuk menjaga sesuatu yang yang 
dititipkan.” 18 

d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan al-Wadi<’ah ialah : 

 الأِيْدَاءُ تَـوكِْيْلُ فِيْ الحِفْظِ تَـبـَرُّعًا
“titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas 
(tabaru)”.19 
 
 
Setelah diketahui definisi al-Wadi<’ah yang dijelaskan para ulama 

diatas, maka dapat dipahami al-Wadi<’ah merupakan prinsip simpanan murni 

dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima 

tittipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan 

ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima 

titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan 

oleh pihak yang mentipkannya. Apabila ada kerusakan pada titipan, padahal 

benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan 

                                                 
17 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah …, 237-238. 
18 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat  (Jakarta: AMZAH, 2013), 457. 
19 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah …, 181. 
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tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh 

kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.  

2. Dasar Hukum  

Menitipkan dan menerima titipan Hukumnya boleh (ja>’iz). Bahkan, 

disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya 

mampu menjaga menjaga barang titipan.20 Dasarnya adalah al-Quran dan 

Hadis. Sebagaimana firman Allah Swt pada Surat an-Nisa’ 58: 

ن تحَۡكُمُواْ 
َ
هۡلهَِا �ذَا حَكَمۡتُم َ�يۡنَ ٱلنّاَسِ أ

َ
َ�َٰ�تِٰ إلِيَٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلۡأ

َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
َ يأَ ۞إنَِّ ٱّ�َ

َ كَانَ سَمِيعَۢ� بصَِيرٗ�  ا يعَظُُِ�م بهِۦِٓۗ إنَِّ ٱّ�َ َ نعِمَِّ   ٥٨بٱِلۡعَدۡلِ� إنَِّ ٱّ�َ
 

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan Hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.” 21 

 

Wadi<’ah merupakan suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia 

berkewajiban menggembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali. 

Allah Swt berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 283 : 

مِنَ َ�عۡضُُ�م َ�عۡضٗا فلَۡيُؤَدِّ 
َ
قۡبُوضَةٞۖ فإَنِۡ أ ۞�ن كُنتُمۡ عَليَٰ سَفَرٖ وَلمَۡ تجَِدُواْ كَاتبِٗا فَرَِ�نٰٞ مَّ

ٓۥ ءَ  َ�دَٰةَۚ وَمَن يَۡ�تُمۡهَا فإَنِهَُّ ۗۥ وَلاَ تَۡ�تُمُواْ ٱلشَّ َ رَّ�هَُ َ�نَٰتَهُۥ وَلۡيَتّقَِ ٱّ�َ
َ
ۗۥ لۡ اثمِٞ قَ ٱلّذَِي ٱؤۡتمُِنَ أ بهُُ

ُ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ عَليِمٞ    ٢٨٣وَٱّ�َ

Artinya :“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, 

                                                 
20 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 282. 
21 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya..., 158. 
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maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 
kesaksian, dan juga barang siapa menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 22 

 
 Dalam sebuah hadist juga disebutkan: 

نِ ائـْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ مَ  عَنْ أبَِي هُرَيْـرةََ قاَلَ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أدَِّ الأَمَانةََ إِلَى
 خَانَكَ 

Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah 
kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah 
engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-
Tirmidzi)23 

 
3. Rukun dan Syarat Wadi<’ah 

a. Rukun Wadi<’ah 

Rukun akad wadi<’ah menurut para ulama Mahzab Hanafi adalah 

i<ja<b dan qabu<l, yaitu penitip berkata kepada orang lain, “saya 

menitipkan barang ini kepadamu”, atau “jagalah barang ini untukku”, 

atau “ambilah barang ini sebagai titipan padamu”, dan sejenisnya, lalu 

orang kedua menerimanya.24  

                                                 
22 Ibid., 87. 
23 Ima>m Al-ha>fidz Ahmad bin Ali As-shafi’i Al-ma’ru>f bi Ibni Hajar Al-‘asqola>ni>, Bulu>ghu al-
mara>m (Jakarta: Da>ru al-kutub al-islamiyah, 2002), 225. 
24 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-islam Wa Adilatuhu Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al Kattani  
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 557. 
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Menurut Syafi’iyah al-wadi<’ah memiliki tiga rukun, yaitu barang 

yang dititipkan, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, 

pernyataan serah terima (shigat i<ja<b dan qabu<l al-wadi<’ah).25 

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad wadi<’ah  ada empat 

yaitu :26 

1) Orang yang titip (muwaddi) 

2) Orang yang dititipi (mustauda) 

3) Harta titipan (wadi<’ah bih) 

4) Sighah (i<ja<b dan qabu<l) 

b. Syarat Wadi<’ah 

1) Orang yang titip (muwaddi) 

a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah wadi<’ah  dari orang gila 

dan anak yang belum berakal.  

b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi’iyah. Dengan 

demikian menurut Syafi’iyah, wadi<’ah tidak sah apabila 

dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). 

Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat wadi<’ah  

sehingga wadi<’ah Hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak 

mumayyiz dengan persetujuan dari walinya atau washiy-nya. 

2) Orang yang dititipi (mustauda) 

                                                 
25 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Jakarta: Dwiputra 
Pustaka Jaya, 2010), 349. 
26 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-islam Wa Adilatuhu Jilid 5…, 557. 
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a) Berakal. Tidak sah wadi<’ah dari orang gila dan anak yang masih 

di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat Hukum dari akad ini 

adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak 

berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan 

kepadanya. 

b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan 

tetapi, hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk 

orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz. 

c) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang 

diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan 

kepadanya.27 

3) Harta titipan (wadi<’ah bih) 

a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk 

disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti 

burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka 

wadi<’ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib 

mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama 

Hanafiyah. 

b) Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan 

harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang 

sebagai ma>l, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa 

dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila 

                                                 
27 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat …, 461. 
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benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak 

ada manfaatnya, maka wadi<’ah  tidak sah. 

4) S>ighoh (i<ja<b dan qabu<l) 

Shighat adalah i<ja<b dan qabu<l. Syarat shighat adalah i<ja<b harus 

dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya 

tegas dan adakalanya dengan sindiran. Malikiyah menyatakan 

bahwa lafal dengan sindiran harus disertai dengan niat. Contoh lafal 

yang tegas: “Saya titipkan barang ini kepada Anda.” Sedangkan 

contoh lafal sindiran seseorang mengatakan: “Saya berikan mobil 

ini kepada Anda.” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan 

wadi<’ah  (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah 

“titipan”. Contoh i<ja<b dengan perbuatan: Seseorang menaruh 

sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata 

apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (wadi<’ah). 

Demikian pula qabu<l kadang-kadang dengan lafal yang tegas, 

seperti: “Saya terima” dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), 

misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.28 

4.  Hukum Menerima Benda Titipan 

Hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunah, 

haram, wajib dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut : 

a. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada 

dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan 

                                                 
28 Ibid., 460.  
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kepadanya. Al-wadi<’ah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang 

diperintahkan oleh Allah dalam al-Quran, tolong menolong secara 

umum Hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda 

titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.   

b. Wajib, diwajibkan untuk menerima benda-benda titipan yang bagi 

seseorang telah percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga 

benda-benda tersebut. Sementara orang lain tidak ada seorang pun yang 

dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. 

c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara 

benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima 

benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, 

berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau 

hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang 

menitipkan. 

d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia 

mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) 

pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan 

menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat 

terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan 

atau menghilangkannya.29 

 

                                                 
29 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah …, 240. 
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5. Jenis Wadi<’ah 

Secara umum terdapat dua jenis wadi<’ah, yaitu wadi<’ah yad al-

ama>nah dan wadi<’ah yad al-ḍamanah. 

a. Wadi<’ah yad al-ama>nah 

Wadi<’ah yad al-ama>nah merupakan titipan murni dari pihak yang 

menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan 

akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang 

menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.30 Wadi<’ah jenis ini 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan 

digunakan oleh penerima titipan. 

2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang 

bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan 

tanpa boleh memanfaatkannya. 

3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk 

membebankan biaya kepada yang menitipkan.  

4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh 

dimanfaatkan oleh penerima titipan.31  

b. Wadi<’ah yad al-ḍama>nah 

Wadi<’ah yad al-ḍama>nah adalah akad antara dua pihak, satu pihak 

sebagai pihak yang menitipkan (muwaddi) dan pihak lain sebagai 

                                                 
30 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), 60. 
31 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah …, 284. 
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pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat 

memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib 

mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima 

titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang 

tidak diperjanjiakan sebelumnya.32 Wadi<’ah jenis ini memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan 

oleh yang menerima titipan. 

2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut 

tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada 

keharusan bagi penerima barang titipan untuk memberikan hasil 

pemanfaatan kepada si penitip.33 

3) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu 

penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak 

mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus 

tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh 

diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan 

kewajiban bagi penerima titipan.34 

6. Bentuk Akad dalam Al-Wadi<’ah 

                                                 
32 Ismail, Perbankan Syariah …, 63. 
33 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
149. 
34 Ismail, Perbankan Syariah …, 65. 
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Dilihat dari segi akad wadi<’ah, para ulama fikih sepakat 

menyatakan bahwa akad wadi<’ah bersifat mengikat kedua belah pihak 

yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi oleh orang lain dan 

akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadi<’ah, maka pihak yang dititipi 

bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut.35 

Para ulama mazhab sepakat bahwa wadi<’ah merupakan perbuatan 

qurbah (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan (disunahkan), dan 

dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Titipan tersebut 

semata-mata merupakan amanah (kepercayaan) bukan bersifat 

madhmunah (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti 

kerugian kecuali karena melampaui batas (ta’addi) atau teledor (taqs}ir).36  

Apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang 

dititipkannya maka orang yang dititipi wajib menggembalikannya. Hal 

ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 58 : 

ن يخَُفّفَِ عَنُ�مۡۚ وخَُلقَِ ٱلۡإِ�َ�ٰنُ ضَعيِفٗا 
َ
ُ أ   ٢٨يرُِ�دُ ٱّ�َ

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan Hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.”37 

 

                                                 
35 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 248. 
36 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat…, 462. 
37 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya…, 87. 
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Para ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain yaitu dari 

wadi<’ah yang bersifat ama>nah berubah menjadi wadi<’ah yad al-ḍama>nah. 

Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah : 

a. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian 

juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi ia 

tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya 

(mencegahnya).  

b. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang yang bukan keluarga 

dekat atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya. 

c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian 

barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan itu seharusnya 

dipelihara bukan dimanfaatkan. 

d. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh 

sebab itu, sebaiknya dalam akad wadi<’ah disebutkan jenis barangnya 

dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi 

keingkaran dapat ditunjukkan buktinya  

e. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampur adukan dengan 

barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, 

maka sukar untuk menemukannya apakah barangnya sendiri yang rusak 

(hilang) atau barang titipan itu.  
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f. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang 

dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya 

dan syarat-syarat lain.38 

7. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan  

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda 

titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka 

ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat 

kedudukannya menurut Hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa 

orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara Hukum tanpa 

dibutuhkan adanya sumpah.  

Menurut Ibnu Taimiyah dalam Hendi Suhendi apabila seseorang 

yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan 

ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang 

mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib 

menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa 

Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang 

titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas 

r.a sendiri masih ada.39 

Orang yang meninggal dunia dan terbukti memegang barang titipan 

orang, sedangkan barang tersebut tidak ditemukan, maka itu menjadi 

hutang yang wajib dibayar oleh ahli warisnya. Apabila terdapat surat 

                                                 
38 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2004), 249. 
39 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah …, 185. 
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pengakuan dengan tulisannya sendiri mengenai barang tersebut, maka surat 

itu dapat dijadikan pegangan, karena tulisan sama kedudukannya dengan 

pengakuan apabila ditulis dengan tangannya sendiri.40 

Bila seseorang menerima benda-benda titipan yang sudah sangat 

lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa 

pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya 

dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang 

jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk 

kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling 

penting diantara masalah-masalah yang penting.41 

8. Hukum-Hukum lain dalam Wadi<’ah 

Ibnu Juzzay dari Mazhab Maliki menyebutkan sejumlah Hukum 

cabang dalam akad wadi<’ah. Hukum-Hukum tersebut sebagai berikut:  

a. Memperjualbelikan barang titipan 

Barang siapa memperjualbelikan barang titipan yang ada padanya, maka 

keuntungan yang diperolehnya adalah halal baginya. Sedangkan Abu 

Hanifah berkata, “keuntungan itu adalah sedekah.” Dan sejumlah ulama 

mengatakan, “Keuntungan itu adalah untuk pemilik barang.” 

b. Mengutangkan titipan 

                                                 
40 Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 4, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena, 2006), 248. 
41 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah…, 241. 
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Barang siapa mengutangkan titipan, jika titipan itu adalah benda, maka 

itu dimakruhkan. Jika titipan tersebut adalah barang dagangan, maka 

tidak boleh dipinjamkan.42 

c. Perselisihan tentang barang titipan 

Jika pemilik meminta barangnya kepada orang yang dititipi, namun 

orang yang dititipi mengatakan bahwa titipan itu rusak atau hilang, yang 

diterima adalah perkataan orang yang dititipi yang disertai dengan 

sumpahnya. Demikian juga jika dia mengatakan bahwa dia telah 

mengembalikannya. Kecuali jika dia menerima titipan dengan adanya 

bukti, maka perkataannya bahwa dia telah mengembalikannya tidak 

diterima kecuali dengan adanya bukti juga. Ibnu al-Qasim, Abu Hanifah 

dan asy-Syafi’i berkata, “Yang diterima adalah perkataan orang yang 

dititipi, walaupun ketika dia menerima titipan itu terdapat bukti.”43 

d. Meminta upah dalam menjaga titipan 

Orang yang dititipi tidak boleh meminta upah dari penjagaannya 

terhadap barang titipan. Kecuali jika barang yang dititipkan itu 

mengambil tempat tersendiri di rumahnya, maka dia boleh menyewakan 

tempat tersebut.  

9. Berakhirnya Akad Wadi<’ah  

Akad wadi<’ah berakhir dengan beberapa hal berikut ini: 

                                                 
42 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-islam Wa Adilatuhu Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al Kattani…, 571. 
43 Ibid., 571 
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a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika 

pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang 

dititipi menyerahkannya kepada pemiliknya, maka akad wadi<’ah pun 

berakhir. Karena akad wadi<’ah adalah akad tidak mengikat yang 

berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau 

diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.  

b. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi. Akad wadi<’ah ini 

berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad 

tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.  

c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini 

mengakibatkan berakhirnya akad wadi<’ah karena hilangnya kecakapan 

untuk membelanjakan harta. 

d. Orang yang titip dilarang membelanjakan harta (mahjur) karena 

kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta 

karena bangkrut. Hal ini adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan 

keduanya.  

e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. 

Akad wadi<’ah ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda 

yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun 

lainnya.44 

 

                                                 
44 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-islam Wa Adilatuhu Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al Kattani…, 572. 
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